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ABSTRAK

ANALISIS PENGANGAKATAN GURU HONOR DILIHAT DARI
SUMBER PENGHASILAN DI SMA NEGERI SEMADAM
KECAMATAN SEMADAM - KABUPATEN
ACEH TENGGARA

Nama : DONI SANDRA

NPM : 161801034

Program Studi  : Magister Administrasi Publik
Pembimbing | . Prof. Dr. M. Arif Nasution, MA
Pembimbing Il : Dr. Maksum Syahri Lubis, S.STP, M.AP

Pengabdian guru honor, baik itu guru honor di sekolah negeri maupun swasta
tidak sebanding antara kewajiban yang harus dilakukannya dengan perolehan hak
(penghasilan) yang diterima. Dengan kata lain, perhatian terhadap tenaga guru
honor hingga saat ini masih sangt kurang. Kurangnya perhatian tersebut dapat
dilihat dari besarnya penghasilan yang diterima oleh guru honor di daerah,
khususnya di SMA Negeri Semadam Kec. Semadam—Kabupaten Aceh Tenggara.

Penelitian ini bersifat deksriptif yang mengarah pada penelitian kualiattif, yakni

mengenai analisis pengangkatan guru honor dilihat dari sumber penghasilan. Jenis
data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.
Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik
dokumentasi dan wawancara. Adapun analisis data yang digunakan dalam
penelitian ini adalah analisis kualitatif.

Pengangakatan tenaga guru honor di SMA Negeri Semadam dilakukan
berdasarkan kebutuhan sekolah. Pola pengangkatan guru tidak tetap dapat
dilakukan dalam 2 (dua) jenis, yaitu tenaga guru honor yang diangkat oleh
pemerintah daerah, dalam hal ini dinas pendidikan Kabupaten Aceh Tenggara dan
guru honor yang diangkat berdasarkan iniasiasi Kepala Sekolah. Pengangkatan
guru honor, dilihat dari penghasilan yang diterima oleh masing-masing guru
honormaka dapat dikatakan penghasilan yang diterima oleh Guru Tidak Tetap di
SMA Negeri Semadam tidak sesuai dengan undang-undang, yakni Undang-
Undang No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen jo Undang-Undang Nomor
5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara yang menegaskan bahwa pemberian
gaji terhadap tenaga honor harus adildan layak. Besarnya penghasilan Guru Tidak
Tetap (GTT), yaitu sebesar Rp. 800.000,-, maka penghasilan yang diterima oleh
Guru Tidak Tetap di SMA Semadam dapat dikatakan tidak memenuhi standar
kelayakan karena berada di bahwa UMP, yaitu sebesar Rp. 2. 400.000,-.

Kata Kunci : Analisis, Guru Honor, Penghasilan.
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ABSTRACT

HONOR TEACHER AGENCY ANALYSIS VISITED FROM SOURCING
RESOURCES IN SMA COUNTRY SEMADAM

Nama : DONI SANDRA

NPM : 161801034

Program Studi  : Magister Administrasi Publik
Pembimbing | . Prof. Dr. M. Arif Nasution, MA
Pembimbing Il : Dr. Maksum Syahri Lubis, S.STP, M.AP

The dedication of honorarium teachers, whether honor teachers in public or
private schools, is not comparable between the obligations they have to make with
the acquisition of the right (income) received. In other words, the attention to
teachers honor teacher until now still less sangt. Lack of attention can be seen
from the amount of income received by teachers honorariums in the region,
especially in SMA Negeri Semadam Kec. Semadam - Southeast Aceh District.

This study is descriptive that leads to qualitative research, namely the analysis of
the appointment of honor teachers viewed from sources of income. The type of
data used in this study is primary data and secondary data. Data collection
techniques used in this study are documentation and interview techniques. The
data analysis used in this study is a qualitative analysis.

The expense of honor teachers in Semadam State Senior High School is done
based on the needs of the school. The pattern of appointment of non-permanent
teachers can be done in 2 (two) types, namely honorarium teachers who are
appointed by the local government, in this case the education office of Southeast
Aceh Regency and the honorarium teachers appointed based on the Principal's
aspirations. Appointment of honorarium teachers, seen from the income received
by each honormaka teacher can be said that income received by Non-Permanent
Teachers at State Senior High School Semadam is not in accordance with the law,
namely Law no. 14 Year 2005 About Teachers and Lecturers jo Law Number 5
Year 2014 About the State Civil Apparatus which insists that the salary of
honorarium staff should be proper and proper. The amount of income Teachers
Not Stay (GTT), which amounted to Rp. 800.000, -, then the income received by
the Non-Permanent Teacher at SMA Semadam can be said not to meet the
eligibility standards because it is in that UMP, which is Rp. 2. 400,000, -.

Keywords: Analysis, Master Honor, Income
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BAB |
PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang

Pembangunan nasional sebagaimana tertuang dalam pembukaan Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD
1945) bertujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Mencapai tujuan
tersebut, pemerintah berupaya melaksanakan pembangunan nasional di bidang
kependidikan yang bertujuan untuk mewujudkan manusia Indonesia yang
berkualitas, beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia serta menguasai ilmu
pengetahuan, teknologi, dan seni dalam mewujudkan masyarakat yang maju, adil,
makmur, dan beradab berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. (Tilaar, 2003).

Peningkatan mutu pendidikan, baik pendidikan formal maupun pendidikan
non-formal dan pendidikan informal, salah satunya dipengaruhi oleh kompetensi
pendidik dan tenaga pendidik. Artinya, peningkatan mutu pendidikan tidak
terlepas dari peran pendidik atau tenaga pendidik.

Salah satu faktor yang menentukan peningkatan pendidikan adalah
kesejahteraan dari tenaga pendidik, sebab tanpa adanya kesejahteraan dari tenaga
pendidik, maka mustahil tenaga pendidik mampu untuk menghasilkan kinerja
yang baik.

Masalah lain yang ditemukan dalam upaya peningkatan kualitas pendidikan
adalah faktor kurangnya tenaga pendidik, terlebih di daerah-daerah pedesaan.

Memenuhi kebutuhan tenaga pendidik di Indonesia, pemerintah melakukan
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berbagai kebijakan, salah satunya melalui kebijakan pengangakatan tenaga guru
honor atau Guru Tidak Tetap (GTT) menjadi guru tetap (Pegawai Negeri Sipil).

Berdasarkan kebijakan yang ditetapkan pemerintah tersebut, maka
penyelenggara pendidikan baik itu negeri maupun swasta memberi peluang atau
kesempatan bagi guru-guru tamatan Perguruan Tinggi Keguruan untuk menjadi
tenaga pendidik honor.

Tenaga pendidik honor yang direkrut oleh penyelenggara pendidikan negeri
maupun swasta didasari pada kesepakatan dengan Kepala Satuan Pendidikan
(Kepala Sekolah). Kesepakatan tersebut biasanya terjadi dalam bentuk lisan, yang
kemudian ditindaklanjuti dengan penerbitan Surat Keputusan (SK) tentang guru
yang bersangkutan diangkat sebagai guru honor (pada sekolah negeri) dan sebagai
guru tetap yayasan atau tidak tetap (pada sekolah swasta) oleh Kepala Sekolah.

Surat Keputusan pengangkatan guru honor tidak memiliki format baku,
sehingga Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Kepala Sekolah tidaklah
termasuk sebagai bentuk perjanjian, baik itu bersifat perjanjian tertulis maupun
perjanjian kerja sebagaimana diatur dalam Undang-undang Ketenagakerjaan.

Tenaga Honor berdasarkan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang No. 5 Tahun
2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (selanjutnya disebut Undang-Undang ASN),
disebut sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja. Pasal 1 angka 4,
menyebutkan: “Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (yang selanjutnya
disingkat PPPK) adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu,
yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam

rangka melaksanakan tugas pemerintahan”.
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Pasal 6 Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (selanjutnya disebut ASN),
menyatakan bahwa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)
termasuk dalam Sistem Aparatur Sipil Negara. Namun, kedudukan Pegawai
Negeri Sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) dalam
undang-undang ini memiliki perbedaan dengan Pegawai Negeri Sipil.

Perbedaan mendasar antara Pegawai Negeri Sipil (PNS) dengan Pegawai
Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yaitu, pegawai ASN diangkat sebagai
pegawai tetap oleh pejabat pembina kepegawaian dan memiliki nomor pegawai
secara nasional. Sebaliknya, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja
merupakan pegawai ASN yang diangkat sebagai pegawai oleh pejabat pembina
kepegawaian sesuai dengan kebutuhan instansi.

Keberhasilan penyelenggaraan pendidikan tidak terlepas dari peran tenaga
pendidik (guru), baik itu tenaga pendidik yang berstatus guru negeri (PNS)
maupun tenaga pendidik honor. Namun di satu sisi pengabdian guru honor, baik
itu guru honor di sekolah negeri maupun swasta tidak sebanding antara kewajiban
yang harus dilakukannya dengan perolehan hak (penghasilan) yang diterima.
Dengan kata lain, perhatian terhadap tenaga guru honor hingga saat ini masih
sangt kurang. Kurangnya perhatian tersebut dapat dilihat dari besarnya
penghasilan yang diterima oleh guru honor di daerah, khususnya di SMA Negeri
Semadam Kec. Semadam — Kabupaten Aceh Tenggara.

Profesi guru adalah sebuah pekerjaan yang sangat mulia, tugas guru adalah
mentransfer ilmu pengetahuan, pengalaman, penanaman nilai-nilai budaya, moral

dan agama. Selain itu guru juga berfungsi sebagai motivator, konseling dan
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pemimpin dalam kelas. Kehadiran guru ditengah-tengah masyarakat merupakan
unsur utama dan terpenting. Dengan kata lain, guru memiliki peran strategis
dalam pembangunan bangsa, tugas yang diemban oleh guru begitu berat yaitu,
membawa misi pembelajaran, pencerdasan dan pembaharuan.

Keberadaan guru honor diharapkan dapat menjadi profesi yang professional,
tetapi tuntutan terhadap profesionalisme tersebut tidak didukung dengan upaya
meningkatkan kesejahteraan guru, khususnya guru honor. Imbalan jasa yang
diperoleh guru honor masih sangat jauh dari yang diharapkan, bahkan rata-rata
imbalan jasa yang diterima oleh guru honor berada di bawah upah minimum.

Kondisi demikian sungguh sangat memprihatinkan, di era globalisasi dan di
tengah krisis multi yang mempengaruhi biaya hidup menjadi tinggi, guru honor
dapat dipastikan tidak dapat berbuat maksimal dengan segala keterbatasan yang
dimiliki saat ini, termasuk keterbatasan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-
hari.

Pengabdian seorang guru, tidak terkecuali guru honor dalam mengemban
tugas mengajar mungkin saja dilaksanakan dengan keikhlasan hati sesuai dengan
tujuan dari pelaksanaan pendidikan itu sendiri. Tetapi, tenaga guru honor juga
manusia biasa yang perlu memikirkan penghidupan, ekonomi, dan kesejahteraan
keluarganya. Penghasilan guru honor saat ini masih cukup memprihatinkan,
tenaga honor guru Semadam hanya menerima gaji rata-rata sebesar Rp. 800.000-
per bulannya. Insentif atau penghasilan guru honor tersebut bahkan jauh berada di

bahwa upah minimum Kabupaten Aceh Tenggara, yakni sebesar Rp. 2. 500.000,-.
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Penghasilan atau insentif yang diberikan dan diterima oleh guru honor di
SMA Negeri Semadam, yakni sebesar Rp. 800.000,- tentunya tidak memadai
untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga. Oleh karena itu, sebagian dari tenaga
guru honor tersebut tidak jarang harus bekerja dengan profesi lain agar dapat
membantu menutupi kebutuhan ekonomi keluarga. Dalam kondisi demikian,
tentunya tidak adil apabila tuntutan akan profesionalisme dibebankan terhadap
guru honor, tanpa memberikan perhatian atas pengabdian yang telah diberikan
oleh guru honor dalam peningkatan mutu pendidikan. Dengan kata lain,
penghasilan guru honor yang sangat kecil, sungguh berbanding terbalik dengan
tuntutan profesionalisme kerja dari tenaga guru honor.

Diundangkannya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan
Dosen, awalnya menjadi tumpuan harapan baru bagi perlindungan terhadap guru,
khususnya bagi guru honor. Namun, substansi hukum undang-undang tersebut
belum menyentuh dan mengakomodir permasalahan pokok yang dihadapi guru
honor, khususnya perlindungan masalah sumber pengasilan bagi tenaga guru
honor.

Diakui bahwa konstribusi guru honor dalam dunia pendidikan tidak dapat
diabaikan, karena guru honor memilik peran strategis dalam pembangunan
Sumber Daya Manusia yang berkualitas, beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia
serta menguasai ilmu pengetahuan, teknologi. Untuk itu, pemerintah
melaksanakan berbagai program pendidikan dan pelatihan bagi guru dalam rangka
meningkatkan kualitas hidup tenaga guru, khususnya tenaga guru honor. Salah

satu langkah yang diambil oleh pemerintah, yaitu dengan menerbitkan kebijakan
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sertifikasi guru dan dosen. Namun, kebijakan sertifikasi guru yang mulanya
diharapkan dapat meningkatkan kualitas guru sekaligus meningkatkan
kesejahteraan guru belum mampu meningkatkan kesejahteraan guru honor dan
belum menjadi sebuah kebijakan yang efektif dalam menyelesaikan masalah
kesejahteraan sosial dan status hukum profesi guru honor.

Selain kebijakan sertifikasi guru, bagi tenaga guru honor pemerintah daerah
dalam meningkatkan kesejahteraan tenaga guru honor adalah melalui pemberian
insentif kepada tenaga guru honor. Kebijakan pemerintah daerah Kabupaten Aceh
Tenggara dalam pemberian insentif kepada guru honor dianggap sebagai tindakan
penyelamatan kesejahteraan tenaga guru honor di kabupaten Aceh Tenggara.
Namun, insentif yang diterima oleh guru honor dari pemerintah daerah kabupaten
Aceh Tenggara belum memadai untuk memenuhi kebutuhan tenaga guru honor
dan keluarganya, mengingat jumlah insentif yang diberikan kepada tenaga guru
honorer begitu kecil.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk meneliti permasalahan
tersebut dalam penulisan tesis dengan judul: “Analisis Pengangakatan Guru
Honor Dilihat Dari Sumber Penghasilan di SMA Negeri Semadam

Kecamatan Semadam - Kabupaten Aceh Tenggara™.

1.2. Perumusan Masalah

Perumusan masalah bertujuan untuk menghindari pengumpulan data yang
tidak diperlukan, sehingga penelitian akan lebih terarah pada tujuan yang ingin
dicapai. Perumusan masalah digunakan untuk mengetahui dan menegaskan

masalah yang hendak diteliti, sehingga memudahkan penulis dalam
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mengumpulkan, menyusun, dan menganalisis data. Perumusan masalah dapat

mempermudah dalam melakukan pembahasan permasalahan. Berdasarkan

pertimbangan tersebut, dalam penelitian ini dirumuskan beberapa permasalahan

yang menjadi objek kajian pembahasan, yaitu:

1. Bagaimana kebijakan pemerintah pusat dan daerah dalam pengangakatan
tenaga honor guru dilihat dari sumber pengasilan.

2. Bagaimana pengangkatan tenaga guru honor di SMA Negeri Semadan dilihat

dari penghasilan telah layak dan sesuai dengan pemenuhan kebutuhan dasar.

1.3. Tujuan Penelitian
Pelaksanaan suatu penelitian ilmiah tentunya memiliki tujuan tersendiri yang
hendak dicapai. Berdasarkan rumusan masalah yang telah ditentukan diatas,
penelitian ini bertujuan sebagai berikut :
1. Mengetahui dan menganalisis kebijakan pemerintah pusat dan daerah dalam
pengangakatan tenaga honor guru dilihat dari sumber pengasilan.
2. Mengetahui dan menganalisis pengangkatan tenaga guru honor di SMA
Negeri Semadan dilihat dari penghasilan telah layak dan sesuai dengan

pemenuhan kebutuhan dasar.

1.4. Manfaat Penelitian

Berdasarkan pada tujuan penelitian yang dimaksud di atas, penelitian ini
diharapkan dapat memberikan manfaat, baik bagi penulis, kalangan akademisi dan
praktisi serta bagi masyarakat luas. Adapun, manfaat penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis
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a. Memberikan sumbangan pemikiran di bidang administrasi publik pada
umumnya, khususnya hukum administrasi publik dalam hal kaitannya
dengan peningkatan kelayakan gaji tenaga guru honor di SMA Semadan.

b. Penelitian ini merupakan latihan dan pembelajaran dalam menerapkan
teori yang diperoleh, sehingga dapat menambah pengetahuan, pengalaman
dan dokumentasi ilmiah.

2. Secara Praktis

a. Menambah ilmu pengetahuan dan pengalaman bagi peneliti dalam teori
dan praktek penelitian ilmiah dibidang administrasi publik.

b. Meningkatkan wawasan dalam pengembangan pengetahuan hasil
penelitian akan permasalahan yang diteliti dan dapat dipergunakan sebagai

masukan bagi para pihak-pihak terkait.
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BAB Il

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

Kerangka teoritik maupun berbagai istilah lainnya pada dasarnya memiliki
maksud dan maknanya yang sama, yaitu meliputi konsepsi-konsepsi, teori-teori,
pandangan-pandangan, dan penemuan yang relevan dengan pokok permasalahan.
(Ahcmad, 2010).

Kata teoritik atau teoritis atau theorical berarti berdasarkan pada teori,
mengenai atau menurut teori. (Mertoksumo, 2007). Kata teori berasal dari kata
theoria dalam bahasa Latin yang berarti perenungan. Kata theoria itu sendiri
berasal dari kata thea yang dalam bahasa Yunani berarti cara atau hasil pandang.
(Wigjosoebroto, 2011). Dalam penelitian ilmiah, adanya kerangka teoritis adalah
merupakan suatu kerangka dari mana suatu masalah dan hipotesis diambil atau
dihubungkan.

Marzuki (2010) menyatakan bahwa: “Penelitian hukum dilakukan untuk
menghasilkan argumentasi, teori ataupun konsep baru sebagai preskrepsi dalam
menyelesaikan masalah yang dihadapi.” Kedudukan teori dalam suatu penelitian
hukum sangat penting, di mana teori membuat jelas nilai-nilai oleh postulat-
postulat hukum sampai kepada landasan filosofisnya yang tertinggi.

Sebagai landasan dalam upaya pembahasan penelitian ini, maka digunakan
beberapa teori, konsep-konsep, asas-asas dan pandangan sarjana yang dijadikan
sebagai dalam menganalisis permasalahan yang dikemukakan dalam penelitian.

Menganalisis permasalahan yang dikemukakan dan akan menjadi objek kajian dan
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pembahasan dalam penelitian ini, digunakan beberapa teori, yaitu teori kebijakan,
teori Negara kesejahteraan, teori otonomi daerah, dan teori kebutuhan Abraham

Maslow. Teori-teori tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut:

2.1.1 Teori kebijakan Publik

Kamus politik yang ditulis oleh Marbun (2007) menyebutkan bahwa yang
dimaksud dengan kebijakan adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis
besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan satu pekerjaan, kepemimpinan dalam
Pemerintahan atau organisasi pernyataan cita-cita, tujuan, prinsip atau maksud
sebagai garis pedoman dalam mencapai sasaran.

Kebijakan publik merupakan salah satu kajian yang menarik di dalam ilmu
politik. Meskipun demikian, konsep mengenai kebijakan publik lebih ditekankan
pada studi-studi mengenai administrasi negara. Artinya kebijakan publik hanya
dianggap sebagai proses pembuatan kebijakan yang dilakukan oleh negara dengan
mempertimbangkan beberapa aspek.

Secara umum, kebijakan publik dapat didefinisikan sebagai sebuah kebijakan
atau keputusan yang dibuat oleh pihak berwenang (dalam hal ini pemerintah) yang
boleh jadi melibatkan stakeholders lain yang menyangkut tentang publik yang
secara kasar proses pembuatannya selalu diawali dari perumusan sampai dengan
evaluasi. (Subarsono, 2010).

Kebijakan Publik adalah suatu keputusan yang dimaksudkan untuk tujuan
mengatasi permasalahan yang muncul dalam suatu kegiatan tertentu yang
dilakukan oleh instansi pemerintah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan

(Mustopadidjaja, 2002).
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Hakim (2003) mengemukakan bahwa studi kebijakan publik mempelajari
keputusan-keputusan pemerintah dalam mengatasi suatu masalah yang menjadi
perhatian publik. Beberapa permasalahan yang dihadapi oleh Pemerintah
sebagian disebabkan oleh kegagalan birokrasi dalam memberikan pelayanan dan
menyelesaikan persoalan publik. Kegagalan tersebut adalah information failures,
complex side effects, motivation failures, rentseeking, second best theory,
implementation failures.

Berdasarkan stratifikasinya, kebijakan publik dapat dilihat dari tiga tingkatan,
yaitu kebijakan umum (strategi), kebijakan manajerial, dan kebijakan teknis
operasional. Selain itu, dari sudut manajemen, proses kerja dari kebijakan publik
dapat dipandang sebagai serangkaian kegiatan yang meliputi (a) pembuatan
kebijakan, (b) pelaksanaan dan pengendalian, serta (c) evaluasi kebijakan.

Menurut Dunn (1994), proses analisis kebijakan adalah serangkaian aktivitas
dalam proses kegiatan yang bersifat politis. Aktivitas politis tersebut diartikan
sebagai proses pembuatan kebijakan dan divisualisasikan sebagai serangkaian
tahap yang saling tergantung, yaitu (a) penyusunan agenda, (b) formulasi
kebijakan, (c) adopsi kebijakan, (d) implementasi kebijakan, dan (e) penilaian
kebijakan.

Proses formulasi kebijakan dapat dilakukan melalui tujuh tahapan sebagai
berikut (Mustopadidjaja, 2002):

1. Pengkajian Persoalan. Tujuannya adalah untuk menemukan dan

memahami hakekat persoalan dari suatu permasalahan dan kemudian
merumuskannya dalam hubungan sebab akibat.

2. Penentuan tujuan. Adalah tahapan untuk menentukan tujuan yang hendak
dicapai melalui kebijakan publik yang segera akan diformulasikan.

UNIVERSITAS MEDAN AREA
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3. Perumusan Alternatif. Alternatif adalah sejumlah solusi pemecahan
masalah yang mungkin diaplikasikan untuk mencapai tujuan yang telah
ditentukan.

4. Penyusunan Model. Model adalah penyederhanaan dan kenyataan
persoalan yang dihadapi yang diwujudkan dalam hubungan kausal. Model
dapat dibangun dalam berbagai bentuk, misalnya model skematik, model
matematika, model fisik, model simbolik, dan lain-lain.

5. Penentuan kriteria. Analisis kebijakan memerlukan kriteria yang jelas dan
konsisten untuk menilai alternatif kebijakan yang ditawarkan. Kriteria
yang dapat dipergunakan antara lain kriteria ekonomi, hukum, politik,
teknis, administrasi, peranserta masyarakat, dan lain-lain.

6. Penilaian Alternatif. Penilaian alternatif dilakukan dengan menggunakan
kriteria dengan tujuan untuk mendapatkan gambaran lebih jauh mengenai
tingkat efektivitas dan kelayakan setiap alternatif dalam pencapaian tujuan.

7. Perumusan Rekomendasi. Rekomendasi disusun berdasarkan hasil
penilaian alternatif kebijakan yang diperkirakan akan dapat mencapai
tujuan secara optimal dan dengan kemungkinan dampak yang sekecil-
kecilnya.

Perkembangannya, terdapat 13 (tigabelas) model perumusan kebijakan yaitu:
Model Kelembagaan (institutional), Model proses (process), Model teori
kelompok (group), Model teori elit (elite), Model teori rasionalisme (rational),
Model inkremental (incremental), Model pengamatan terpadu (mixed scanning),
Model demokratis, Model strategis, Model teori permainan (game theory), Model
pilihan publik (public choice), Model sistem (system) dan Model deliberatif atau
musyawarah. (Dwijowijoto, 2009).

Berbagai model formulasi kebijakan diatas adalah berorientasi pada masalah
atau problem oriented. Tidak kalah penting pula adalah model formulasi
kebijakan yang berorientasi pada tujuan atau goal oriented. Model perumusan
kemasa depan ini biasanya ditopang oleh model-model perumusan kebijakan yang
bersifat peramalan (forecasting) yang tidak bersifat ekstrapolatif atau

menggunakan masa lalu sebagai acuan masa depan. (Dwijowijoto, 2009).
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Wibawa (1994) yang menekankan perlunya memperhatikan kriteria-kriteria
pokok dalam merumuskan kebijakan yang merupakan bagian penting dalam
analisis kebijakan yaitu: (1) nilai-nilai politik; (2) nilai-nilai organisasi; (3) nilai-
nilai pribadi; (4) nilai-nilai kebijakan dan (5) nilai-nilai ideologis. Rahayu (2010)

mengintisarikan bahwa kebijakan terdiri dari unsur-unsur esensil, yaitu:

o))

. Tujuan (goal)

b. Proposal (plans)

o

. Program

o

. Keputusan

e. Efek.

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa kebijakan publik
merupakan perumusan dari suatu permasalahan yang bertujuan untuk mencari
alteranatif (solusi) dari pemecahan masalah dengan pengambilan keputusan yang

dilaksanakan oleh pejabat pemerintah.

2.1.2 Teori kebutuhan (Abraham maslow)

Hierarki kebutuhan dari Maslow merupakan suatu pernyataan luas tentang
kebutuhan-kebutuhan manusia dan menyediakan sebuah kerangka dasar
konseptual sebagai landasan untuk memahami kekuatan-kekuatan yang
menyebabkan orang-orang berperilaku dengan cara tertentu dalam situasi tertentu.
(Winardi, 2004).

Maslow mengkonstruksi teori motivasinya berdasarkan hierarki atau yang
lebih dikenal dengan Maslow’s Needs Hierarchy Theory/ A Theory of Human

Motivation. Menurut Maslow seorang yang berperilaku atau bekerja karena
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didorong oleh berbagai jenis kebutuhan, kebutuhan yang diinginkan seseorang itu
berjenjang. Jika kebutuhan pertama dan kedua sudah terpenuhi, maka kebutuhan
ketiga dan seterusnya sampai tingkat kelima. (Winardi, 2004)

Menurut Maslow dalam (Winardi, 2004), manusia beradab mempunyai 5
(lima) tingkat kebutuhan, yang secara hirarki tersusun layaknya sebuah piramida.
Kebutuhan manusia termasuk para tenaga guru honor tidak berhenti pada
kebutuhan bilogis saja, tetapi juga kebutuhan terhadap rasa aman, the sense of
belonging (rasa dirinya diperlukan), dihargai martabatnya, serta self actualization
(perwujudan diri) mereka dalam mengabdi kepada Negara (Pemerintah, rakyat
dan tanah air).

Tingkat kesejahteraan guru honor yang masih sangat rendah, serta
penghargaan dan perhatian terhadap guru honor yang belum memadai, dapat
dikatakan bahwa pemenuhan kebutuhan mendasar dari guru honor belum

terlaksana secara optimal.

2.2 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu sangat dibutuhkan untuk mendukung, memperkuat atau
menolak suatu penelitian. Penelitian terdahulu dapat dijadikan sebagai acuan
model bagi penelitian selanjutnya. Adapun penelitian terdahulu yang akan penulis
kemukakan dalam bab ini antara lain sebagai berikut:

Menurut Suwandi dalam penelitiannya Jurnal Economia Vol. 8 No. 2 tahun
2012, menyatakan bahwa penghasilan guru di Indonesia sebagian besar
ditentukan oleh pangkat dan golongannya, atau sebut saja factor senioritas. Seperti

berlaku dalam suatu sistem birokrasi, pangkat dan golongan adalah faktor yang
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paling menentukan, semakin senior Guru semakin diserahi banyak diserahi
tanggung-jawab pekerjaan yang dapat menghasilkan tambahan penghasilan. Hal
ini menunjukkan bahwa sampai saat ini, guru masih merupakan jabatan
administratif yang penghasilannya lebih ditentukan oleh senioritas ketimbang
ditentukan oleh kinerjanya. Keadaan ini berbanding terbalik dengan tujuan
pemerintah dalam menjadikan guru sebagai jabatan professional dengan
penghasilan yang berbasis kinerja. Faktor kedua yang memberikan efek terhadap
penghasilan guru adalah sertifikasi karena dengan sertifikasi tersebut guru
memperoleh tunjangan jabatan yang signifikan dalam menambah penghasilannya.

Ridwan EI Hariri (2010) dalam penelitian yang dilakukan Lembaga Penelitian
Universitas Pendidikan Indonesia mengenai Dampak Sertifikasi Terhadap Kinerja
Guru di Jawa Barat ini dilaksanakan dengan menggunakan ukuran capaian luaran
ilmiah berbasis komponen-komponen dalam portofolio dengan tujuan agar
diperoleh informasi yang lebih objektif mengenai kinerja guru pasca sertifikasi di
Jawa Barat.

Ukuran kinerja berdasarkan capaian luaran ilmiah ini dipilih berdasarkan
kenyataan bahwa tunjangan profesi pendidik (TPP) merupakan bentuk tunjangan
yang diberikan kepada guru agar dapat meningkatkan kinerja profesinya. Kinerja
guru benar-benar akan terlihat jika guru dapat menghasilkan produk yaitu suatu
luaran ilmiah. Selama guru tidak bisa menghasilkan suatu luaran ilmiah, maka
guru tersebut belum dapat dikatakan telah meningkat kinerjanya.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sertifikasi memiliki pengaruh yang

rendah terhadap kinerja guru. Hal ini tampak dari hasil analisis perbandingan
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kinerja guru sebelum dan setelah lulus sertifikasi dimana rata-rata kinerja guru
pascasertifikasi justru mengalami penurunan dibandingkan sebelum sertifikasi.

Kondisi ini menuntut agar dilakukan evaluasi terhadap program sertifikasi
guru untuk melihat apakah sesuai dengan yang direncanakan atau tidak.
Disamping itu perlu ada pola pembinaan yang terpadu dan berkelanjutan kepada
guru-guru yang telah lulus sertifikasi. Lebih jauhnya, diperlukan badan atau
lembaga independen yang mampu mengawasi program sertifikasi guru ini mulai
dari proses pelaksanaan sertifikasi sampai kepada pembinaan guru pasca-
sertifikasi.

Oktora Melansari (2010) dalam Tesis berjudul Analisis Implementasi
Kebijakan Sertifikasi Guru pada Sekolah Dasar Negeri di Kecamatan Cipayung
Provinsi Jakarta Timur, dia membahas Implementasi Kebijakan Sertifikasi Guru
dengan mengadopsi teori Fullan (2007) yang berupa faktor perubahan,
karakteristik lokal (guru) dan faktor eksternal terhadap implementasi kebijakan
sertifikasi guru serta membahas faktor apa yang paling dominan dalam
mempengaruhi implementasi kebijakan.

Hasil penelitian mengungkapkan bahwa pihak-pihak yang terkait dalam
implementasi kebijakan perlu lebih peduli pada kebutuhan dan kejelasan isi
kebijakan sertifikasi guru. Guru perlu memahami maksud dan tujuan sertifikasi
guru sebagai upaya reformasi pendidikan dengan menjadikan guru sebagai suatu
jabatan profesi. Perencanaan yang matang, koordinasi yang efektif serta kinerja
yang baik dari pemerintah dalam mengimplementasikan kebijakan sertifikasi guru

adalah mutlak diperlukan.
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2.3 Kerangka Pemikiran

Kebijakan pemerintah pusat dan daerah dalam meningkatkan kesejahteraan
guru mestinya berimplikasi positif terhadap peningkatan kualitas pendidikan di
Indonesia dan peningkatan profesionalisme guru, khususnya guru honor. Namun
dalam kenyataanya, perumusan kebijakan yang baik tidak akan mencapai
tujuannya, jika tidak diimplementasikan secara efektif.

Konsep implementasi yang baik menurut Edward paling tidak dipengaruhi
oleh empat variabel yang berperan penting dalam pencapaian keberhasilan
implementasi suatu kebijakan. Keempat variabel tersebut adalah komunikasi,
sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi. Dengan demikian, sangat
dibutuhkan komitmen dari semua pihak untuk mengimplementasikan kebijakan
pemerintah pusat maupun daerah secara efektif.

Permasalahan yang kemudian timbul di Kabupaten Aceh Tenggara,
diasumsikan bahwa pelaksanaan berbagai kebijakan berkenaan dengan masalah
guru honor belum dilaksanakan secara optimal. Pelaksanaan tugas dan alur
komunikasi belum berjalan dengan baik, penggunaan sumber daya yang ada
belum maksimal, sikap pelaksana masih belum konsisten serta struktur birokasi
yang masih rigid dan kaku sehingga menghambat kelancaran implementasi
kebijakan.

Berdasarkan hal tersebut, perlu untuk mengevaluasi dan mengkaji ulang
(review) secara kritis terhadap implementasi kebijakan sertifikasi guru. Untuk
menganalisa implementasi kebijakan sertifikasi guru, maka peneliti menggunakan

teori George C. Edward Il mengenai implementasi kebijakan publik. Keempat
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hal penting yang akan diteliti terkait dengan implementasi kebijakan adalah
komunikasi (implementor dan kelompok sasaran, sosialisasi kebijakan, metode
yang digunakan dan intensitas komunikasi), sumber daya (kemampuan
implementor, ketersediaan dana), disposisi (karakter implementor: komitmen dan
kejujuran, serta demokratis), dan Struktur Birokrasi (ketersediaan SOP yang
mudah difahami dan struktur organisasi).

Penghasilan guru honor sangat menentukan profesionalisme kerja dari tenaga
guru honor. Adanya profesionalisme tenaga guru honor adalah suatu keniscayaan
dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan. Berkenaan dengan masalah
kesejahteraan guru honor, selain kebijakan pemerintah berupa sertifikasi guru,
perlu pula dievaluasi mengenai insentif yang diberikan pemerintah terhadap guru
honor di daerah Kabupaten Aceh Tenggara. Penghasilan atau insentif yang
diberikan kepada tenaga guru honor pada dasarnya sangat menentukan kondisi
kesejahteraan tenaga guru honor yang berada dalam lingkup pemerintah

Kabupaten Aceh Tenggara.
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METODE PENELITIAN

1.1 Waktu dan Tempat Penelitian

Waktu yang dibutuhkan untuk mengadakan penelitian adalah ini berkisar 5
Bulan, yang terhitung sejak Desember 2017 sampai dengan April 2017 yaitu sejak
selesainya perijinan penelitian dan memperoleh rekomendasi penelitian dari
instansi terkait.

Suatu penelitian memerlukan tempat guna memperoleh data-data yang
diperlukan berkaitan dengan penelitian yang akan dilaksankan. Dalam penelitian
ini, tempat yang penulis pilih adalah di SMA Negeri Semadam Jl. Simpang

Semadam Kec. Semadam - Kabupaten Aceh Tenggara.

1.2 Bentuk Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam Penelitian ini adalah pendekatan kualitatif
melalui analisis deskriptif dengan model studi kasus, dengan maksud untuk
membatasi studi pada kekhususan konteks dengan karakteristik dan keterbatasan
wilayah. Karena studi kasus ini sudah ditentukan permasalahanya, yaitu mengenai
kebijakan pemerintah terhadap guru honor daerah dilihat dari penghasilan di SMA
Negeri Semadam.

penelitian ini menggunakan metode kualitatif untuk menggali informasi
secara langsung melalui interaksi dengan narasumber (informan). Selanjutnya,
penulis memberikan analisis ilmiah mengenai kebijakan terhadap guru honor

daerah dalam peningkatan kesejahteraan tenaga guru honor Di SMA Negeri
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Semadam-Kab. Aceh Tenggara. Tujuan utama yang hendak dicapai adalah untuk
menganalisis pengangkatan guru honor dilihat dari aspek penghasilan serta
melihat kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah

daerah berkenaan dengan pengangkatan guru honor dilihat dari penghasilan.

1.3 Populasi

Populasi penelitian ini adalah keseluruhan guru honor yang di SMA Negeri
Semadam yang berjumlah 12 orang. Oleh karena populasi penelitian tidak lebih
atau kurang dari 100 orang, maka keseluruhan populasi penelitian akan dijadikan

sebagai sampel penelitian.

1.4 Teknik Analisa Data
Memperoleh data yang diperlukan, maka penulis menggunakan teknik

pengumpulan data sebagai berikut :

1. Wawancara
Pengumpulan data dalam penelitian ini, teknik yang digunakan sebagai teknik
pengumpulan data utama adalah dengan metoda wawancara (intervew).
Wawancara adalah percakapan yang dilakukan secara langsung dengan
maksud tertentu yang dilakukan oleh dua belah pihak yaitu pewawancara
(interviewer) dan yang diwawancarai (Interviewee). (Irawan, 2007:68).
Pelaksanaan wawancara dilakukan dengan menggunakan teknik wawancara
bebas dengan Pejabat Di Sekola SMA Negeri Semadam, yaitu Bapak
Muhammad Rasyid selaku Kepala Sekolah dan keseluruhan tenaga guru

honor, yaitu sebanyak 12 orang.
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2. Dokumentasi

Teknik dokumentasi adalah usaha mendapatkan data dengan mengambil

dokumen. Penggunaan teknik dokumentasi dalam penelitian ini bertujuan

untuk memperolen data tentang aspek-aspek yang diteliti, khususnya
mengenai Kebijakan Terhadap Guru Honor Daerah Dalam Peningkatan

Kesejahteraan Tenaga Guru Honor pada Kantor Dinas Pendidikan Dan

Kebudayaan Kabupaten Aceh Tenggara.

Dalam penelitian ini data dan informasi berupa hasil wawancara dan studi
dokumentasi serta observasi tentang kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten
Aceh Tenggara dalam meningkatkan kesejahteraan guru dilakukan pengolahan
data, selanjutnya disajikan secara deskriptif dan dilakukan analisis dengan cara;
(@) reduksi data; (b) display data; dan (c) verifikasi. Prosedur tersebut dapat
digambarkan sebagai berikut:

Gambar 3.4

Model Interaktif Komponen Analisis Data

Pengumpulan
Data

Penyajian Data

Reduksi Data

Pengambilan

kesimpulan

Sumber : Denzin dan Lincoln (2009:592)
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Analisis data yang digunakan penelitian ini dilakukan dalam beberapa
tahapan sebagai berikut:

a. Reduksi data, yaitu data yang diperoleh dari hasil wawancara diseleksi dan
diambil data yang relevan dengan fokus penelitian yakni bagaimana
Kebijakan pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara dalam meningkatkan
kesejahteraan guru honor.

b. Display data, adalah penyajian data dalam bentuk tulisan, tabel, serta kutipan
hasil wawancara yang dilakukan penulis setelah mereduksi data yang didapat,
selanjutnya dirangkum secara sistematis sehingga mudah difahami maknanya.

c. Verifikasi, yaitu penarikan kesimpulan terhadap kesimpulan yang telah
diambil dengan data pembanding dari hasil pengumpulan data yang ada dan
penunjang lain. Proses verifikasi dengan triangulasi atau metode konfirmasi
adalah dengan mencari kasus-kasus yang negatif kemudian menindaklanjuti
temuan-temuan, lalu dicek silang dengan responden. Triangulasi adalah
proses check dan recheck antara satu sumber dengan sumber data lainnya.

(Prasetya Irawan, 2009:76).

1.5 Definisi Konsep dan Definisi Operasional

Berlandaskan pada konsep tentang implementasi kebijakan publik yang
digagas oleh George C. Edward IIl, bahwa empat faktor krusial dalam
implementasi kebijakan publik adalah komunikasi, sumberdaya, disposisi dan
struktur birokrasi. Bertolak dari pemikiran tersebut, maka model analisis dalam

penelitian ini adalah sebagai berikut:
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Komunikasi
A

Sumber Daya -
Implementasi

A

Kebijakan

Disposisi /

A 4

Struktur Organisasi

Sumber : Edward 11 (1980)

Dalam penelitian ini, yang menjadi variabel utama adalah Kkebijakan
pemerintah pusat dan daerah dalam pengangkatan guru honor dilihat dari
penghasilan. Berdasarkan teori Edward Ill yang digunakan sebagai dasar theory
dalam penelitian ini, implementasi kebijakan dipengaruhi komunikasi, sumber
daya, disposisi dan struktur birokrasi dengan asumsi bahwa jika keempat faktor
tersebut dalam keadaan baik, implementasi kebijakan akan dapat dilaksanakan

secara efektif. Operasionalisasi keempat faktor tersebut dapat dilihat dalam tabel

berikut :
Variavel Dimensi Indikator
Komunikasi Penyampaian 1. Sosialisasi
Keje|asan 2. Kejelasan sasaran
Konsistensi 3. Kejelasan Tujuan
4. Konsisten kebijakan
Sumber Daya Staf 5. Keterampilan
Informasi 6. Adanya narasumber
Kewenangan . glforrEaS| t
. . Pemahaman tugas
Fasilitas 8. Ketersediaan
informasi
9. Pemberian
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kewenangan
10. Financial
11. Sarana dan prasana
Disposisi Efek disposisi 12. Respon pelaksana
Penempatan staf 13. Komitmen pelaksana
Insentif 14. Penempatan staf
pelaksana
15. Adanya insentif
material.
16. Adanya insentif non
material.
Struktur Prosedur pelaksanaan 17. Adanya SOP (standar
Birokrasi Pembagian tugas dan tanggung operasional prosedur)
jawab 18. Adanya pembagian
wewenang dan
tanggung jawab
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